
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. 

Mengingat 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sishim Perencanaan P<;mbangunan 

Nasional, setiap Daerah wajib menyusun R<jncana Kerja 

Pembangunan Daerah; 

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerati merupakan 

penjabaran tahunan ciari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerali Kota Gorontalo dan menjadi 

acuan dalam penyusunsm Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan Jiebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-dae;rah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negars 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahar 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (LemlDaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lCi4, Tambahan 

Lembaran Negara Republil-: Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambadan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negai'a Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah betterapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negcira Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penjelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2(307 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daesrah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertan^ungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelen^araan Pemerintah Daeirah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaJ 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembiiran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Peraturan Pemerintah Tiomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara F'enyusunan, Peng<;ndalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan FJencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negeira Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Ttihapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evtaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Transparansi Penyeleng;garaan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 11) ; 

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan PemerintaFian Daerah 

Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembajan Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunam Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 102); 

15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-

2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 201|^ 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kola Gorontalo 

Nomor 168); 



i 

- 4 -

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 178); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2018 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemei-intah Daerah adalah kepala daeraih sebagai unsur ptenyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaian urusan 

pemeidntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontaio. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Gorontalo dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalani 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan' 

Daerah Kota Gorontalo; 
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9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo 

untuk periode 1 (satu) Tahun. 

BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud p(;nyusunan RKPD ini adalah : 

a. mengintegrasikan program-program pembangunan da.erah dalam 

rangka penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo. 

b. menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap 

kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas 

dan kebutuhan daerah, yang sudah dit>ahas secara partisipatif antara 

semua Stakeholder. 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah : 

a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota. Gorontalo untuk penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

dalam rangka penjmsunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD). 

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renjai-SKPD) dan 

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. 

BAB II I 

RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 4 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintali Daerah dalam melaksanakan 

pembaingunan 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018. 
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(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisiahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

SISTEMATIKA RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 5 

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo 

Tahun 2018 sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB I I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERI^^TAHAN 

BAB I I I RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEM13ANGUNAN DAERi\H 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

BAB VI PENUTUP 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, Peraturan 

Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2017 (Berita Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan| 

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 25). 
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Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada timggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

\ padatanggal 2? M«i 2017 

I WALIKOTA GORONTALO,! -

Diundangkan di Gorontalo 

padatangj^al 2? M«i 2017 

SEKRETARIS DAEg^lH KOTA GORONTALO, 

ISMAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 14 


